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I(ATA PENGAITTAR

@rrgan mengucapkan puji syukur kepada Allah SW'T, karena berkat

Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Pen5nrsunan Laporan

Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2019. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan

instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabllltas KinerJa

Instansl Pemerlntah. Disamping itu, dalarn meningkatkan kualitas pelayanan

ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang

ada serta ketatalaksanaan yamgberlaku yang diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Materi laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator
Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut dengan

tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungiawaban kinerja serta
peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januan2o2}
Ptt. I{EPAL/L DIITAS,

Cr-
H. SASMI RIPAIII, M. AP.
Pembina Utama Muda

NrP. 19611016 198503 1 007
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BAB I
PEITDAIIULUAI{

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan

pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggqngjawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan

atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-

SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungiawaban yang

berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi

pemerintah dalam menyelen tugas umum pemerintahan secara

baik dan benar (Good Governance) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan

serta dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabilitas merupakan harapan semua pihak, berkenaan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungiawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2Ol4 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut

menyatakan bahwa az,as-z,as umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian hukum, azrrs tertib penyelenggaraan negara, az,as kepentingan

umum, az.as keterbukaarl, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungiawabkan
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kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan menJrusun laporan kinerja sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggara€rn kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat

kaitannya dengan T\rpoksi yang dimiliki. Topuksi ini sesuai dengan

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2. Tugas Pokok daa ftrngsi SKPD

Dinas Perhubungan Kaabupaten Hulu Sungai Selatan adalah

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan w4iib pemerintahan

bidang Perhubungan, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1U

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016

tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

pada pasal 4 ayat (1) adalah membanhr Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu

lintas angkutan sungai dan danau, serta tugas-tugas lain yang diberikan

Bupati sesuai peraturan penrndang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan renca.na strategis, program dan rencana kerja Dinas

Perhubungan;

b. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan

lalu lintas angkutan sungai dan danau;
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c. Koordinasi pelaksanaan kebirjakan dibidang lalu lintas dan angkutan

jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan

angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan

jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit

Pelaksana Teknis Daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Setf,etariat.

T\rgas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, serta

tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut:

a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan a.nggaran

Dinas Perhubungan;

b. Pembinaan dan pemberian dukrngan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum,
hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi'

c. Pembinaan dan penataaan organisasi dan tata laksana;

d. Pelaksanaan koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang-

undangan;

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara/daerah;

f. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Perhubungan;

g. Koordinasi penSrusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;

h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

.Ls,p$rffi n. .Kime4lm f"{.,kjj ffar&r"urusra flS. 20 -f S
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Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum daa Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelen urLrsan surat men5rurat, kearsipan, inventarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas

dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketetalaksanaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Melaksanakan tata usaha dan kearsipan;

c. Menyiapkan bahan dan men5rusun Rencana Kebuhrhan Barang

Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan barang Unit (RTBU) sesuai

usulan masing-masing Bidang;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindahtanganan barang;

e. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang;

f. Melaksakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan

akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. Melaksanakan pengelolaan urLrsan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan lingkungan kantor;

h. Menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi

kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai

meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan,

pemberian tanda jasalpenghargaan dan kedudukan hukum
pegawai;

k. Menyiapkan bahan, telahaan dan melaksanakan penJrusunan

peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

l. Menyiapkan bahan dan mengelolan tata usaha kepegawaian

meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi

absensi;
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m. MenJrusun Standar Operaional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

menyelen urusan penJrusunan prograln dan rencana kerja

serta' evaluasi dan pelaporan dan men5rusun rencana anggaran,

pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggungiawaban

keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan dan €rnggar€ul Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan program dan

petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan, akuntansi dan verilikasi keuangan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran dan

melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan

negara bukan pdak, pengujian dan penerbitan surat perintah

pembayaran;

d. Menyiapkan bahan pelryusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan arlggaran, petunjuk operasional kegiatan dan

perubahan €Lnggaran dan melaksanakan urusan gaji pegawai;

e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam

rangka pen5rusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan,
jangka menengah maupun jangka panjang dan menyiapkan bahan

pengesahan dokumen anggaran;

f. Men5rusun renc€Lna anggaran belanja tidak langsung, anggaran

belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan dan

rnenyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pen5rusunan rencana

anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan dan

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan pertanggungiawaban

keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;

h. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola

perbendaharaan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan

koordinasi pen5rusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
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Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa

data dengan bidang LLAJ dan LLASD dan penyiapan pemantauan

tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi;

Menyiapkan bahan dan men5rusun konsep laporan kegiatan dinas,

baik laporan rrtin maupun laporan insidentil dan menJrusun

Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan;

k. Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris sesuai

bidang tugas.

2. Bidang Lalu Ltntas Angkutan Jalan

Tbgas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah

pengendalian, pengamanarr, pembinaan, pengawasan,pengujian

kelaiakan angkutan jalan. Fungsi Bidang Lalu Lintas Angkutan jalan

sebagai berikut:

a. Perumus€r.n kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian lalu

lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

b. Penyusltnan program pengawasan dan pengendalian lalu lintas,

prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran dan

pengujian angkrtan umum;

c. Koordinasi pelaksanaan penga\rasan dan pengendalian lalu
lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

d. Evaluasi dan pelaporan program penga\ffasan dan pengendalian

lalu lintas,prasarana dan perambuan jalan, pembinaan

perparkiran dan pengqjian angkutan umum;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

, dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:

1. Seki Operasional Pengendalian Lelu Liatas, Prasarer,a dan

Perambuan Jalan.

Seksi Operasional Pengendalian Lalu Lintas, Prasarana dan

Perambuan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian

lalu lintas , pemeliharaan prasarana dan perambuan jalan serta

APILL dengan rincian sebagai berikut:

J.
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b.

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional Pengendalian

Lalu Lintas, Prasarana dan Perambuan Jalan dan APILL;

Men5rusun petunjuk teknis operasional pengendalian lalu

lintas, prasarana dan perambuan jalan dan APILL;

Melaksanakan operasional kegiatan pengendalian lalu lintas

angkutan jalan, prasarana dan perambuan jalan dan APILL;

Menyiapkan dan melaksanakan operasional pengendalian lalu

lintas angkutan jalan;

e. Menyiapkan bahan pemeliharaan prasarana dan perambuan

jalan dan APILL;

Menganalisa angka penyebab kecelakaan dan titik kemacetan;

Memfasilitasi kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

Ting!<at Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Menyiapkan bahan kegiatan Pemilihan Pelqiar Pelopor

Keselamatan Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional ;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oteh Kepala Bidang

L,alu Lintas Angkutan Jalan.

2. Sebi Bina Usaha daa Keselamatan Angkutaa Jalan.

Seksi Bina Usaha dan Keselamatan Angkutan Jalan mempunyai

tugas melaksanakan pernbinaan pengusaha angkutan umum,

pembinaan keselematan angkutan jalan dan pengujian kelaiakan

angkutan umrfm, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan

Keselamatan Angkutan Jalan;

b. Menyiapkan bahan dan menlmsun petunjuk teknis pembinaan

pengusaha angkutan umum, pembinaan keselamatan

angkutan jalan dan pengujian kelaiakan angkutan umum.

c. Memfasilitasi Jemaah Haji dan memfasilitasi pemilihan Abdi

Yasa Teladan Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional;

d. Menyiapkan tempat pengujian kelaiakan anglnrtan umum;

e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengusaha

angkutan, keselamatan angkutan jalan dan pengujian

kelaiakan angkutan umum.

c.

d.

f.

C
b'

h.

i.
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f. Pelaksanaan ttrgas lain yang diberikan Kepala Bidang LaIu

Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Termiaal dan Perparklran

Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan

pemungutan retribusi pada terminal angkutan umum dan

pemungutan retribusi parkir, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran;

b. Men5rusun petunjuk teknis kegiatan Seksi Terminal dan

Perparkiran;

c. Melaksanakan operasional pemungutan retribusi terminal dan

perparkiran;

d. Menyiapkan bahan pembinaan pengelola trrerparkiran;

e. Melaksanakan kegiatan pengavrasan parkir liar;

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

3. Btdang Lalu Lintas Angkutaa Sungai dan Dansu

T\rgas pokok Bidang Lalu Lintas Angln:tan Sungai dan Danau adalah

pengendalian, pengarnarlan, pembinaan, pengawasan angkutan

sungai dan danau, prasarana dan perambuan.

Fungsi Bidang l"alu Lintas Angutan Sungai dan Danau sebagai

berikut:

a. Pen5rusunan

pengawas€rn

perambuan;

b. Pelaksanaan

pengawasan

perambuan;

program pengendalian, pengamanan, pembinaan,

anglmtan sungai dan danau, prasarana dan

program pengendalian, pengamanan, pembinaan,

angkutan sungai dan danau, prasarana dan

c. Koordinasi pengendalian, pengama.nan, pembinaan, pengawasan

, angkutan sungai dan danau, prasar€Lna dan perambuan;

d. Evaluasi dan pelaporan pengendalian, pengamanan, pembinaan,

pengawasan angkrtan sungai dan danau, prasarana dan

perambuan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau terdiri dari:
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1. Sebl Operastonal Lelu Llatas Surg3f dern llaaau, Prasarane

dan Perambuan

Seksi Operasional Lalu Lintas Sungai dan Danau, Prasarana dan

Perambuan mempunyai tugas pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarElna dan

perambuan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

b. Melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas sungai dan

danau, pemeliharaan dan pengadaan prasar€ma dan

perambuan;

c. Men5rusun petunjuk teknis pengendalian lalu lintas sungai dan

danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

d. Melaksanakan koord.inasi pengendalian lalu linta.s sungai dan

danau;

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugas.

2. Scksi Blna Aogkutan Suagai llarau daa Pelabuhan

Seksi Bina Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan bagi pengguna anglmtan sungai

danau dan pelabuhan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan Seksi Bina Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan;

b. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengguna angkutan sungai

danau dan penyeberangan;

c. Menyiapkan bahan dan koordinasi pembinaan pengguna

angkutan sungai danau dan pelabuhan;
' d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

4. Urtt Pelaksana Tekais Dinas (IrPTDl

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menemui berbagai

diantaranya adalah :

.f"e1*orern .K*me4fea {f:kj S Ymtn;neru -?X. 2 0 3" I
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1. Kurangnya kesadaran masyaxakat memelihara dan menaati rambu -

rambu & APILL

2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan menguji kendaraannya

tepat waktu

3. Terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan yang kompeten;

4. Terbatasnya anggaran pengemb€rngan dibidang perhubungan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pen5rusunan Laporan Capaian Kinerja

Tahunan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2OO5-2O2 5) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OT tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

ZOOltentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor l L Tahun

2Ol3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2Ol4 - 2Ol8;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun

2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

.i.,a;:oran ,Y,fuer_im f.I,,ffi fafua;ns"ra ?A SSJS
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10.

11.

t2.

(Iembaran Daeratr l(abupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2A16

Nomor 13);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6l Tahun 2OL6

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun

2At2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Hulu $ffi Selatan Tahqn 20o5-2o25;

Peraturan "Bu,pati Hulu Sungai' Selatan Nomor 68 Tahun 2015

tentaRg:,:Pertrbahan Sasaran dan Indikator kinerja Pemerintah

Rencana Fembangunaa Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Tahun

2AL4-2AL8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Peratnran Bupati Hultr Sungai Selatan Nomor 55 tahun 2OL6

tentang Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupatgq'Hr:lu Sungai

SeLatan;

13.

f,agsaran Kinerja {X,kqS Tatwnwaru TA 20i9
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Perencatraaa Strategis

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui

proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran

daripada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan

untuk jangka wal<tu 5 tahun dari tahun2Ol9-2O23.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan d.emikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2Al9-2O23

sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pen5rusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupetn

Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan

dengan proses perqrusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2Al9-2O23, sehingga

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan

dokumen perenca.naan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam



rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di

muat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk
diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan

dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strat€$s, Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan d"apat

membangun strategi sebagai bagran penting organisasi yang berorientasi

pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan Visi,

Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan

hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang Visi, Misi dan faktor-

faktor kunci keberhasilan.

a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

C TERWUJI'DTYA PELAYAITAIT SERTA SISTEU TRAITSFORTASI

YANG AUAIT DAil IIYAMAII J3

b. MtBt

Sesuai dengan visi tersebut diatas, misi yang diemban oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di bidang

transportasi angkutan darat, sungai dan danau.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sar€Lna

angkutan darat, sungai dan danau.

3. Meningkatkan kapasitas kinerja dan pelayanan dibidang

perhubungan.

c. Tujuan, Slasaran dnn Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu l (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta

didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

f"eqrrncura ff'drterya fefq;{J fmfux.*ncare t}& ASrS
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2.2

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan T\rjuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel2.l
Tqfuan, f}asaran dan Inditator KinerJa Sasaran

Dlnas Perhubungan Kab, HSS

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untrrk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/O9/M.PAN /5/2OOT tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

satu tujuan strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilita.s, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kineda Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatrr organisasi.

NO TUJUAII SASARAI{ INDIKATOR IIINER^'A SASARAil

, 2 3 4

1 Mengendalikan
infrastrul<tur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan jalan.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas darat.

2 Mengendalikan
infrastruktur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata.
kelola lalu lintas
angkutan sungai
dan danau.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas sungai dan
danau.

3 Meningkatkan
kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
oemerintah

Meningkatnya
kulaitas
akuntabilitas
kinerja instansi
rr-rnerintah

Nilai/predikat AKIP

.["*p*r"mr'* Kiineryer ff"SJ faharncrra ?i& 2*39
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2.9

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2Ol9 sebagai

berikut:

Tabel2.2
Indltator KlnerJa Utana Tahun 2OL9

Dtnas Perhuburgan Kab. IISS

PerJanJian KinerJa Tahun 2(}19

Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif,

tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek

ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut, dengan begitu,

penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan

struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-

intervensi dari pihak yang tidak bertanggungiawab.

Pen5rusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja
I

dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam

PERMENPAN No. 53 tahun 2OL4, Perjanjian kinerja merupakan

lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Bupati/Walikota sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah

untuk melaksanakan prograrnlkegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.

Ifo
I{inerJa

Utarn a/ Outcones/Tujurn
Sasaran

Indilator KlnerJa
Saseran

PenJelasan/Form
Perhitungan Sumber Date

1 Meningkatnya tata kelola
lalu' lintas angkutan jalan

Persentase
penumnan tingkat
kecelakaaa lalu
lintas darat

Jumlah
kecelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
n-l dikali 1OO

Bidang lalu
Lintas Angkutan
Jalan

2 Meningkatrrya tata kelola
lalu lintas angkutan
sungai dan danau

Fersentase
perurunan tingkat
keeelakaan lalu
lintas sungai dan
danau

Jumlah
kecelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
n-l dikali IOOO

Bidang Lalu
Lintas Angkutan
Sungai dan
Danau

3 Meniaglatnya kualitas
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

Nilailprcdikat AKIP Hasil evaluasi
AKIP dan
keuansan daerah

Sekretariat
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Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terw'ujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Adapun tujuan dibuatrrya perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antar Bupati dan Kepala SKPD untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kineda

aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi {reutard. and puntshlmcnQ;

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan

SKPD;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai

Selatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Tabel2.3
PerJanJtaa BiaerJa Tahun 2Ol9
Dlnqs Perhubuagan IIab. IISS

No Sasaren
Strategls

Iadlkator lfincrJa
Sasaraa Satuan Target

1
I

Meningkatnya
tata kelola lalu
lintas angkutan
ialan

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas darat

o/o 82,86

2 Meningkatnya
tata kelola laIu
lintas angkutan
sunsai dan
danau

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas angkutan sungai
dan danau

o/o O (tidak
terjadi)

3 Meningkatnya
kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah

Nilai/predikat AKIP Nilai A
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Akuntabilitas I"aporan Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk

pertanggungiawaban kinerja Tahunan yarrg memuat realisasi kinerja

yang diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2At9. Dalam bab ini juga

akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran

tahun 2Ot9.

3.1. Capaiao Indikator'Kirela lrt*e,&

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator

Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

seperti pada erafik berikut

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase Penumnan Tingkat Kecelakaan

200,ooo/o

150,O0%

100,00%

50,oo%

o,0o7o

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa masih tingginya

angkq kecelakaan pada lalu lintas darat/jalan dengan target kejadian

kecelakaan tahun 2AL9 yattu 29 kejadian kecelakaan atau 82,860/o

penurunan angka kecelakaan dibandingkan tahun lalu, tetapi sampai

bulan Desember 2OL9 jumlah kecelakaan 56 kejadian atau hasil dari

perumusan jumlah kecelakaan tahun N dibagi jumlah kecelakaan

tahun N-l dikali 1OO adalah 56 (tahun 2OL9t: 35 (tahun 2018) X lOO =

16o0/o.

Laparan Kinerja @kj) Tafwnan TA
Ddraas Perhubwngam Kab. FfSS



lndikator Kinerja Utamrake 2
Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas anglrutan

sungai dan danau

lOO,OO%

80,oo70

60,aoyo

40,OOo/o

20,oavo

o,oao/o
Target Capaian

Dari gralik diatas dapat kita lihat bahwa minimnya kecelakaan

pada lalu lintas sungai da:r danau.

Tabct S.l
IAP'OR/TT C,*PAIAX IIIDIXATIOR, ETER.,A IITAXA

TAEI'ITAX
MASAAXAII PER.,A,tri'IAT EIIEA.'A

TAEI'Ir AIIGGARIT 2019

rTarget
rCapaian

I

I

Il

Indikator Kinerja Utama ke 3
Meningkatnya kualitas alarntabilitas kinerja instansi pemerintah

Target

Capaian Masih belum dilaksanakan evaluasi
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Uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan

pencapaian sasaran dan analisanya disqiikan pada bagran bawah ini :

Pencapaian sasaran yang pertama diukur melalui satu

lndikator Kinerja Utama dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.2
Sasarea Indttator Xiae4ia Utaae Pertana

Tahun 2O19

' Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan jalan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja

Sasaran yang pertama , yaitu persentase penuruna.n tingkat

kecelakaan lalu lintas darat/jalan kami menargetkan tahun 2OL9

sebesar 82,860/o dengan pengukuran yaitu Jumlah kecelakaan tahun N

dibagi jumlah kecelakaan tahun N-1 dikali 1OO.

,l,expormm "Karne$rz a%fuj fea*.:zn{rft. :fA *&i I
.LXraas,flerlr l&,ungl*n, Ker b. ff,$S

Sasataa Stmtegis Iadltator l$aerJa
Sasatan Strategts Target Capalan

Meningkatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan jalan

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas darat/jalan

82,860/o l600/o



Pencapaian sasaran strategis yang kedua diukur melalui satu

Indikator Kinerja Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.3
Sesaran Indlbtor BinerJa Utana Kedua

Tehu 2019

Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan sungai

dan danau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator

Kinerja Sasaran yang kedua , yaitu persentase penurunan tingkat

kecelakaan lalu lintas angl*rtan sungai dan danau kami menargetkan

ahun zfltg sebesar Oolo (tidak terjadi) dengan pengukuran yaitu Jumlah

kecelakaan tahun N dibagi jumlah kecelakaan tahun N-1 dikali 1OO.

Pencapaian sasaran yang ketiga diukur melalui satu Indikator

Kinerja Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

TEbt 3.4
Sasaran ladltqtor Binerja Utame ketiga

lknlan m 2019

Sasaran Strategis Irrdrketor KherJa
Sasaraa Strategls Tatget Capaian

Meningftatknya
tata kelola lalu
lintas angkutan
suaEai dan danau

Persentase penurunan
tinglat keelakaan lalu
Iintas anglotan sungai
dan da:rau

O (tidak
terjadi)

O (tidak
terjadi)

Sasaraa Strategis Indlkator KinerJa
Sasaraa Strategis Target Capaian

Meningkatnya
ku alitas akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah

Nilai/predikat AKIP

Unflrk meningkatkan lieralitas akuntabilitas kinerja

Perhubungan sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran yang

yaitu Nilai/predikat AKIP kami menargetkan nilai capaian A

tahun 2OLg dengan hasil penilaian dari Kemenpan RB.

Dinas

ketiga,

untuk

fuaporaru Kf ruerym fl"t fuyj fciz.r.lmara ?i{ g$i I
&russ Fenfeubmra,geare ffmh. ffSS



3.2. Pergukuran KtaerJa

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari tOOo/o

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar lA}yo. Selanjutnya

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab tercapai atau tidak tercapainya yang diharapkan.

Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana di

bawah ini:

Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya tata kelola lalu

lintas angkutan darat/jalan dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu

Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan

daratljalan dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n \. 1^^
Jumlah kecelakaan t"hrr" *1 ^' ruu

Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya tata kelola lalu

lintas angkutan sungai dan danau dengan Indikator Kinerja Sasaran

yaitu Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan

sungai dan danau dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n \, .r nn
J 1 ^IUU

Sasaran Strategis yang kelima yaitu Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Indikator Kineria
Sasaran yaitu Nilai/predikat AKIP dengan pengukuran sebagai berikut :

' Berd.asarakan hasil penilaian laporan AKIP ke Kemenpan RB.

Lap*rar", Keraerya f&kj,l f,*.frunmn fd. g$i$
,H.rass Fe"r,*l.t tban*,*n Kea &",fif,S$



Dalam laporan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dapat memberikan gambaran penilaian ting!<at pencapaian

target kegiatan dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja Utama,

dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

kinerja utama yang ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja triwulan III
Tahun Anggaran 2Al8 terhadap Indikator Kinerja Sasaran dapat kami

sajikan sebagai berikut; ,

kDGl8.$
Cryelsa rea.rta tttrutan fU
' DheiPerbutungru

Eabupeten Eulu Srungai Sctnten

ilo arcffifit cERA'TBcra IIDITAIONETMAIA
ATAATAT SATUAT

TANGEf,

"IEI'txA,tr
arPArAr P/ol

, z 3 4 3 a

1

Meaingkatnya tata kelol,a
lalu lintas angkutan
deret lielan

Perseatase peourulran
tinglat belakaan lahr
lintas anrdortan daratliatart

a/o 82,8@/o LOU/o

2
Meringfia.taya tata kelola
lalu lirltas anglutaa sqgai
dan danau

Persentase peourunarl
F.gkot@lakaan
angkrtan $ungaidafl
drneu

o/a 0 {tidak
!'erjadil

ff/o

3
Mqniaskatnya krali@s
qlqmtabilitae *inerja
itrstatsi mmminfqh.

ryPlrreqatAIqF qilai A

Darl tabel .di..atas 'etisampaikan evaluasi dan analisis hasil

capaian sebagai berilnrt

'| ': Pada Indikator l$nerja Sasaraa yai r Persentase penuruntrn

tingkat kecelakaan lalu lintas arrgktrtan darat/jalan hasil capaian

Tahun 2}lg Tahun lrnggarqn 2OLg yaitu !6}0/o dari target tahun 2}lg

Pada Indikator Sasaran Kinerja yaitu Persentase penurunan

tingkat kecelakaan lalu lintas angliutan sungai dan danau hasil capaian

Laporan Kinerja (Lkj) Tahunan TA 2AXg
Dr'raos Ferttubungoa Kab. F/SS



Tahun Anggaran 2019 sebesar Oolo (tidak tedadi) dari target Tahun 2OL9

O7o (tidak tedadi).

Pada Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilai/predikat AKIP

berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan Rts.

3.4. Akuntabilttas Keunngaa

Dalam rangka menjalankan T\rgas Pokok dan Fungsi serta

mewujudkan target kinerja yang ingrn dicapai Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan

yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten HuIu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPAI Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun Anggaran 2}lg dengan jumlah Anggaran Murni sebesar Rp.

2.82t . LT 4.600,- serta Anggaran Perubahan sebesar Rp. 3.089. 85 1 . 1 00,-

dan capaian realisasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2Al9 dapat

dilihat sebagaimana tabel berilmt :

T*bct 3.6
Eealfrad foggffiar Talunan Talul Aogaral 2OI9

Dharertululg.rfsb. EEA

ilo SASANAX
SIRA'ITGIS

II|I'ITAION,
I TEN.'A
SASANAI|

gTRATEGIS
PHrcA'T reIA,DN]

PAGU
AITGGANAT

(lpl

GAPAIAI{

NEALIEASI
(npl

o/o

1

Meningkatnya
tata kelola lalu

lirB"
angkutan

darat/jalan

Perseatase
pemrrunan

tingkat
kecelakaan
lalu lintas
angkutan

darat/jalai

Fengendalian
dan

penSamanan
l,alu lintss

Uji kelaiakan
sarana transportasi
guna kesel,amatan
pemrmpang

501.144.OO0 490-669.OOO 97,gLVo

Pengadaan rambu-
rambu lalu lintas
datn APILL

1&.900.@o 1@.500.o0o 99,760/o

Pengadaan marka
jalan

168.500.000 168.O00.000 99,7@/o

Pengadaan rambu
dan
spanduk/baliho di
teftpat-tempat
narlcir

30.ooo.ooo 30.ooo.ooo LOOo/o

2

Meningt<a.tnya
tata kelola lalu

lintas
angkutan

sungai dan
danau

Persentase
penurunan

tingkat
kecelakaan
lalu lintas
angkutan

sungai dan
danarr

Pengsndalian
dan
pengarnana1l
lalu lintas
angkutan
sungai dan
danau

Pemeliharaan
rambu lalu lintas
sungai dan danau

10-000.ooo 10.ooo-ooo LOV/o

Pembangunan
dermaga

352.979.74O 352.248.334 99,79/o

Laporan Kinerja (LkjlTa?wnan TA 2CIXg
Ddrueas Perhubungezn Kob" FfSS



Meninglataya
kualitas

akuntabilitas
kinerja
in$tmsi

pemeriutah

Nilai
/predikat

AKIP

neringfate
p€rencanaan,

pelaporan
capaian

kinerja dan

ka5rusna
dokumenkeungan

4.825.Ofi) 2.718.ffi 56,34Yo

Peayusunan
dokumen AKIP

4.796.O@ 4.795.750 99,99/o

Felafmaa
administrasi
prkantcaa

Penyediaanjasa
dan administrasi
kantor

r 15.458.000 114.805.000 99,430/o

knyediaan jasa
komunikasi,
btimli;€r itayA aii
dan listrik

82.200.O0O 5t.43L.227 63,O60/o

Penyebarluasan
iaformasi Tugas
Pokokdan Fungsi
SKPD

14.OOO.OOO 14.OOO.OOO lO0P/o

kayediaac
malranaa dm
minrrmqn

31.100.000 30.446.00O 97.9@/o

knyediaan jasa
teaaga pendukung
administasi/tekris
Iref,kryrtor n

337.650.000 322.892.WO 95,630/o

Rapat-rqat
koordinasi"
konsultasi dryr
lapmgan

3,S0.OOO.0OO 339.966.640 99,99/o

Fenyediamjasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor

25.718.u$OO 25.651.O0O 99,740/a

PeningLat
pelayan

peranghat
daerah

Pelayanan kinerja
perang$at daerah

519.400-&X! 414.530-fiX) 79,glo/o

Abdi YasaTeladan 24.lt)0-fiX) 24.O70.@O 99,88/o

Femilihan pelqiar
pelopor
keselamatan
berlalu lintas

27.23s.O0O 27.t26.W 99,6U/o

Penyeleaggaaaa
WahanaTata
Nugraha (WTN)

32-g,tO-fiX) 23.0OO.0,00 69,8T/o

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dan

fisiknya sudah ada yang mencapai rata-rata 92,45o/o dari seluruh

kegiatan.

3.5. Prestasi yang pernah diraih

a. Penghargaan dalam bentr:k Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

2013.
I

b. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

20t4.

c. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

2015.

d. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2OL6 dengan kategori

kabupaten kota terbaik.

&m3:ormn.Kinelia f&&/ faxfuumera trA SSi9
f,*i neas Fernubangreepa ?fa,b" ff$fif



derlgan ket jurefr penruAnr dframah 1 juta jiwa.

f. Peringkat ke III Pemilihan Pelqiar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Tingkat Provinsi Tahun 2OL7.

g. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama Tahun 2Ol9

dengan kategori Kabupaten kota terbaik.

Laporan Kinerja {Lkj) Tahunan TA 2019
Dinas Perhubungan Kab, HSS



PTITUTI'P

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahunan Tahun

Anggaran 2OL9 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2OL9 ini merupakan pertanggungiawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Perhubuagan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2OL9 ini dapat dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubr:ngan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yaurtg telah dicapai baik

berupa kinerja kegiatan, maupun kineda sasaran, juga dilaporkan analisis

kinerja yang mencerrrrinkan keberhasilan dan kegagalan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perercanaan Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agff lebih efektif

dan efesien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Misi

dan Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2OL9 ini
diharapkan dapat memberikan garnbaran Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepad.a pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagran dengan

berpartisipasi at<tif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januari 2O2A

PIt. I{EPALII DII{AS,
\-\,/\(lh

H. SASMr RrFAr{r, M. AP.
Penata Muda Utama
19611016 198503 L OO7

ffis
NIP.

Loporan Kinerta (Llqi) Tohunan TA 2019
Dlnas Perhubungqn Kab. HSS



ry

it!
;;I

9Er
I Ei
E E*
T IB

3ss3;

s rl
it:
r rE i;;s

Ii
lirE.-
TE

it is
3i i,

r **

eitE
xEt. ii{g

JBaii iiiir
'$?-e4

Biii$*

3,Eis* E-3lsi, ${[sig

Ilsll, i[s{t{i:

313i'

$;i

3iiE;a

si$

$rtE

Siia
gI 

E

BET

I
e

g.i
{;E
=<

i

a

'la
gi
.!9

E

gr
t5
6t
JI



i'!Ig8
d! 3!;E
IEfi
:*E

I
:
ig

o

-d

EC
5

J

ffi

i{*tii
E EI
i$I
tff

iilt
slii



dx
ts56'F
EHE6
doda

Egts
E;
$E
da}E
$#O{a.E
^o65
9E
E€'O6
d>a
t.E€trE$
EE
UEge
HH
E?
56
bs
o. El

ds(dr
#E
d:=t
8E?.s
Ed
uo tl

EE
E9
$EJ(E
B..$
ooo)s

g
c
c
co
Eor

h
c)

o.
E
o
J
6
fi
H

px
a<

6ox
E]

o
o,o
o

d
1,
{)
.9Eo
oo
6h. (.1

E5
oq,oH
frE

s! E
.E'E bopts

$! H$

E.i Ei':8€ E
-E; S.E
IEgfr
ifi$ H
odio
EEE ErSS=
SPogoSHCtrEIoq)[)r[>=>>
dD oit

Edfr
EEg
9B

*EE
-E€F-9 "
Bs E

EE$
A E:F.6ts
.EE8

**E
'15da

E.$ *
E Bg
-s3€a 5'!,

Ee s

Hg E

gs*
EEE
E Egs8i
sio. (6C

EH fl$c EEEE5 E"r fl'E
$ :e st #

dd6d
m,
a

E'6)r
-uo

g
7tIt

ca6

u0c
drt
m
d
d
A
c)
t4
dL
d

dd
-u0
.EE63
EEb0-

tssX6

$H
tro
c9
5&
dd6d'6'S
dd
mtr

"p€
add
8oo
.iOoL o.o.-d 

.c) .E

B$ifiEEiiEigE$
g,tEE$gi;Fa*iE-gs

ap"

UeFts&,- liflaa<;r-ciY<,
r-S9<mft
HPd
ZU*a
<F]F{MfuJ
8,2;<zapEt
iii fu

ZH
sM
t-
a

2
z
r)a(n<
Pr->z>a

EE
rd

c0.
AHda
-a

zt<d &in9Az5 El<88AE x,2H ,x
Z, i.'! i{42 XJLr< aA,

lErfrEg3xoI
zADuz
EET8".la?za!5-{o
ild5hs
IEt id
LA..z,7 b)]iF- O
Efi,xZ
O.D\JL:>i!=La<oE)lN4ZF.



'}d dd6 !(dE 6ld's s'd

s "H^' ad >,f, H.e
# s-E b'E tl C':(

gB#r

fr* € E,laE dlz
B'E o'd
36 !o

E't EE
PH fi.e
sE a.€!
E E B.$.:.AE.YE 5

14 dcrd EdE 614.rl A'd
(UAO

4 sE
E fi.e
?e€I
E S.9E
6-tgE 3

P.-
e.95.Are

H FE -
E3 sI
E€E rg
e€€ ?B
!E E'BEn g,nx H

6'A'dH
uo P g.l
f€'e$ e
x.'c 3 Eff

{I{Ei-ol->,t?s o
E g X.E?
AgEE

E.$H
ssH

tr
€H
frEr
E{fgIs
9EH5tsx .o.o

a boCE f,€

:eg{
€;E E 9 c

g$EEg

!ogd6g,:
-a I

Eilt

$EE$

tr6
o.d
s
tr!)
0i
M
€
ol
6k
dxoko

ao

9,:a
AA
H9
gs
FH
E€
uO

EE, u0Hoi,q)
v 9,?

$renJ( a

EIB*

;E
h0'!dtl
Fd?t
HS

d
lrg
5dOE
HfiS6
?E
ES
.E'a
Eg&*
EEl-. d
AE

r$g
d ood lD
El dE L

Ef,E E

gEEI

A$ EE
d cbDd UOd lD
H dTM

E# f; s

Ef,EE

-d

EBc*

EEEE

ggEfi

E'.4
ha50,t o.

6
tsE

E.E.aH.go.5 6€ i!
E;E €

6.-

HE$EE

:BE e Egt BrH

EesEe

EfEp.E t
d r*ed66
aq E

E.H
aJie

E.E *
M Eo-
efif6{)
Hpo
65()
Ha3
9s €'

dtu,6 r=.J
.L M"d

ESE

Es*E
uE E r
'sEfl
di E5i!
P oo.S
58EE
ggss

H HH3 dj.t
d!l

gg;gs

Er$s s

EE €
IE rEs'5pp.

IEBsE

IgE;EEE:$B
o.tsE

.H HgB
6.O

*s: Er
$fi8 *s
E #e c;EE#ss.,

E E;EB
6t -o



EHETF
ts $Es rE
o.^ i!;ii d c -

ggsEI$g $gfiflf,Bg,

- Ht

EgEE$
flETE6

a$EggE
di .o

E&
cl 5 tr$t€6ri$€d

EEiE
"d.o gM
&B X.E

aE $$
ETHE
Hg s{
= 

E 6.9FI xp" €

EgEE EE

is$ r ;E
f; s $$ , Efi s $$ , E

a3.E E E*

ssfi Hs$g
oi ,ci

Bf;EB EEi
g$Hr EF

IBs$ Ese

EgEcfrE$E
dp

o,o(,rd Fr
5co>3
Es
dH(ro
dcoco'x o\*roEot
lD t-{
0.

0,
z

Hlr|

=HTo
ilHH
ETo
h
rI

a
2
E
hIf
H
T



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DII\AS PERHUBUhIGAN
Jalan Aluh IdutNo. 58 Telp.lFax (0517) 2rc37

Website http : / / dishub.hulusungaiselatankab.go.id
E-Mail : dishub.hulusungaiselatan@gmail.com

KAr{DANGATY (712121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : O11 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP}
PEMBUATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SEI,,ATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata keda dan
efektivitas Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, dipandang perlu dibuat Standar Operasional
Prosedur Pen5rusunannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
asaal ;

Mengingat : 1.

3. Undang-undang Nomor L4 Tahun
Keterbukaan Informasi t\rblik.

2OOB tentang

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahttn 2OO9 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

b.

2.



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1 ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
PePelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik.

1 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2OI4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

\2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69al;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembenttrkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);

l4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan ;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2Ot6 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

l6.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6L Tahun
2016 tentang T\rgas Pokok, Fungsi, Rincian T\rgas dan Tata
Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2Ot6 Nomor 62).



Menetapkan :

MEMUTUSI(AN :

Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Ka.bupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
[.a.poran yang berisi ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

, DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pasal 2

(1) Kepala sub Bagran umum melaksanakan Pencatatan surat
Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Hulu sungai selatan
dan menyerahkan kepala Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(21 Berdasarkan surat Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas memberikan arahan kepada
Sekretaris selaku Koordinator Pen5rusunan untuk segera di
Tindak Lanjuti.

(3) sekretaris Menyerahkan copy surat Bupati Kepada Kepala sub
Bagran Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya diserahkan
kepada para Kepala Bidang dan Ka Sub Bag terkait guna diproses
lebih lanjut.



(1)

Pasal 3

(1) Para Kepala Bidang men5rusun dan memberikan konsep serta
bahan LAK|IP kepada Sekretaris.

(21 Sekretaris bersama staf terkait mempelajari, mengkoreksi konsep
dan bahan LA(iIP dari bidang-bidang dengan berpedoman pada
Ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(3) Sekretaris mengembalikan konsep dan bahan LAKjIP yang
diajukan kepada bidang-bidang apabila terdapat kekeliruan atau
ada hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau disesuaikan.

(4) Setelah diperbaiki oleh para Kepala Bidang dan dipandang sudah
cukup memenuhi ketentuan, Sekrataris menyerahkan konsep
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Kepala Dinas melakukan korektif terkait isi substantif konsep
LAKjIP, dan apabila terdapat koreksi konsep naskah LAKjIP
dikembalikan kepada Sekretaris.

(2) Apabila Kepala Dinas menyehrjui atas naskah konsep LAKjIP,
maka dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan kepada
Sekretaris.

Pasal 5
Sekretaris melakukan Korektif terkait dengan Tata Naskah Dinas
atas konsep LAKjIP yang telah mendapat persetujuan Kepala
Dinas.

Apabila Sekretaris menyetujui atas naskah konsep LAKjIP, maka
dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan kepada Staf
Pembantu, untuk dilakukan pengetikan final naskah LAKjIP.

Pasal 6
Naskah final LAKjIP dikoreksi akhir oleh Sekretaris berserta Staf
Pembanttr untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk
ditanda tangani.

Pasal 7

Naskah final LAKiIP yang ditanda tangani Kepala Dinas, disampaikan
kepada Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian untuk diberikan
pengadministrasian dan selanjutnya didistribusikan kepada Bupati
dan Instansi terkait.

BAB IV
KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang belum diatur datam
Peraturan Kepala Dinas ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

{2t



Pasal 9
Perahrran Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Kandangan
pada tanggal 26 Juni 2018

xtPAIA DInAS,

ALI rACIil& SrI. Urr.
Pembina Utama Muda

Tembusan , 
*IP' 19590316 199103 1 oo1

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan)di l(andangan.

2. Inspekhrr Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan

qs
--\9rf,ffiil|*


